BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP APLIKASI AKAD PEMBIAYAAN
DANA TALANGAN HAJI PADA BANK MEGA SYARIAH CABANG

SURABAYA

Salah satu aspek penting yang menentukan keberhasilan suatu organisasi
bisnis dalam kancah persaingan yang ketat adalah inovasi produk dan kecepatam
pelayanan. Produk menjadi pusat perhatian seluruh organisasi bisnis, karena
sumbangannya jelas untuk kelangsungan hidup dan kemakmuran organisasi yang
bersangkutan. Salah satu inovasi produk baru dalam perbankan yaitu menjamurnya
perbankan syariah di tengah masyarakat kita saat ini."

Perbankan syariah adalah suatu model perbankan yang mulai digagas dam
dirintis pada abad ke-20. Tahun 1963 merupakan tonggak sejarah perkembangam
sistem perbankan Islam dengan didirikannya Mit Ghamr Local Saving Bank di
Mesir. Sedangkan di Indonesia bank syariah mulai berdiri tahun 1991 dengan
berdirinya BPRS Berkah Amal Sejahtera, BPRS Amanah Dana Mardhatilah, dam
BPRS Rabbaniah di Bandung serta BPRS Hareukat di Aceh. Kemudian sctelah
diundangkannya UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, bank dan lembaga
keuangan syariah mulai tumbuh dengan baik, lebih-lebih setelah terbitnya Undang-

Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU Perbankan, maka perbankan

' Muhammad, Bank Syariah, (Yogyakarta:Graha [imu), hal. 95.
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syariah dan lembaga keuangan syariah semakin mendapatkan tempat dalam pranata
hukum positif di Indonesia.

Akan tetapi pertumbuhan jumlah perbankan syariah tidak diimbangi dengam
sosialisasi dan pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah. Masih banyak
masyarakat yang menganggap perbankan syariah tidak berbeda dengan perbankam
konvensional yang mencari keuntungan dalam bisnisnya dengan jalan membungakan
uang kepada para nasabahnya. Begitu juga pandangan masyarakat terhadap salah
satu dari produk perbankan syariah saat ini yaitu pembiayaan Dana Talangan Haji.
Yang dianggap hanya mencari keuntungan seperti pinjaman pada bank konvensional,
walaupun produk ini sangat banyak diminati oleh masyarakat.

Hal itulah yang kemudian membuat penulis merasa perlu untuk menijau dan
menganalisis sistem dan aplikasi akad pembiayaan pengurusan haji khususnya pada
Bank Mega Syariah Cabang Surabaya yang merupakan tempat penelitian penulis
dalam karya ilmiah ini. Maka dapat penulis uraikan sebagai berikut :

1. Analisis Aplikasi Akad Pembiayaan Pengurusan Haji Pada Bank Mega Syariah
Cabang Surabaya

Berdasarkan data yang penulis uraikan dalam bab III terkait dengan aplikasi

akad pembiayaan Dana Talangan Haji, dijelaskan bahwa Bank Mega Syarial

Cabang Surabaya menggunakan dua akad yaitu gard (dana talangan) dan ijarah

(sewa jasa) dalam pembiayaan tersebut. Dengan ketentuan untuk pembiayaan

gard bank bertugas meminjamkan dana talangan haji sejumlah tertentu, dam
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nasabah wajib melunasi dari jumlah pokok pinjaman tersebut. Sedangkan
ijaralmya adalah terkait dengan sewa jasa yang dilakukan oleh pihak bank dalam
proses penerbitan porsi haji dari SISKOHAT, sehingga pihak bank merasa
berhak mendapatkan keuntungan dari sewa jasa tersebut. Keuntungan tersebut
lebih dikenal dengan sebutan fee/ujrah dari akad ijarah pada setiap dana talangan
yang disediakan oleh bank. Dengan demikian, upah jasa (fed wjrah) yang
diperoleh bank hanya dibebankan pada penggunaan akad jjarah saja dan bukan
pada akad gardnya.

Dengan akad jjarah Bank Mega Syariah bertugas sebagai pihak yang
memberikan sewa jasa (memperoleh porsi haji). Berdasarkan pernyataan
Relation Officer pada hal 55, bahwa bank mengambil upah jasa (fee/ujrah) dari
biaya-biaya administrasi yang di lakukan oleh bank karena sudah membantu
nasabah dalam memperoleh seatr atau porsi keberangkatan haji bagi nasabah
calon jamaah haji. Dalam ketentuan ini pihak bank sudah mengacu pada Fatwa
Dewan Syariah Nasional (DSN).

Berdasarkan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor;
29/DSNMUI/VI/2002, tentang pembiayaan pengurusan haji kepada nasabah,
Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat memperoleh imbalan atau jasa (ujrah)
dengan menggunakan prinsip jjarah sesuai fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-
MUL/IV/2000. Apabila diperlukan bisa menggunakan prinsip al-gard 19/DSN-

MUVI/IV/2001. Sedangkan untuk pengambilan wjrah memutuskan bahwa ” Besar
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imbalan jasa al-ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al-qard yang
diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabali’. Akan tetapi yang
terjadi di Bank Mega Syariah Cabang Surabaya, pembayaran wujrah didasarkan
atau dibarengi dengan dana talangan. Implementasinya di saat pembukaan
rekening tabungan haji. Setelah tabungan haji selesai dibuat, pihak bank akan
meminta nasabah untuk membayar setoran awal sejumlah yang diinginkamn
nasabah. Dalam pembayaran setoran awal tersebut yang akan dimasukkan di
buku tabungan haji sudah termasuk dana talangan dan ujraimya.

Dari segi sosiologis, wjrah yang ditetapkan oleh Bank Mega Syariah secara
tidak langsung memberikan dampak yang kurang adil pada nasabah. Karena
besarnya nilai ujrah yang ditetapkan nilainya dipersamakan semua, baik dana
talangannya kecil maupun besar. Sehingga menimbulkan beberapa dampak pada
nasabah yang kurang puas dengan sistem yang diterapkan oleh BMS Cabang
Surabaya karena bagi mereka sangat tidak adil apabila meminjam dana talangan
yang jumlahnya kecil akan tetapi harus membayar ujrah yang sama dengan yang
meminjam dana besar. Belum lagi apabila ada nasabah yang belum sanggup
untuk melunasi Dana Talangan Haji yang telah jatuh tempo, pihak bank akan
memperpanjang akad gard dan menerapkan sistem ujrah lagi bagi nasabah
tersebut untuk tahun berikutnya hingga batas waktu maksimal yakni 1 tahunm
sebelum keberangkatan haji dengan jumlah yang sama dengan wjrah di tahun

sebelumnya. Dari sistem inilah yang memberikan dampak sosiologis pada
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nasabah yaitu kurangnya rasa puas akan sistem atau penawaran yang diberikan
oleh pihak BMS Cabang Surabaya.

Sepintas pembiayaan Dana Talangan Haji memang sangat menarik dam
diminati banyak orang terutama mereka yang hendak menunaikan ibadah haji.
Lebih — lebih bagi mereka yang tidak memiliki cukup uang, karena hanya dengan
sedikit uang nasabah sudah bisa mengambil antrian nomor porsi haji untuk tahumn
pemberangkatan tertentu sesuai kuota haji nasional yang ada dalam SISKOHAT.
Namun, bila diteliti lebih lanjut, ternyata banyak kemudharatan yang
ditimbulkan dari adanya pembiayaan tersebut. Misalnya, antrian porsi haji
semakin lama dan panjang, bahkan informasi terakhir bahwa antrian haji
(waiting lisf) sudah mencapai 11 tahun untuk kuota Jawa Timur.? Dengan
demikian akan menimbulkan unsur ketidakadilan bagi mereka yang memiliki
uang tunai untuk mendaftar haji akan ikut mengantri selama 11 tahun juga. Hal
inilah yang menyebabkan unsur manfaatnya lebih sedikit dibandingkam
muzarafmya.

Dari sisi lain, bila melihat dari sudut péndang Islam yang lebih realistis
dengan melihat dampak sosilogis yang ditimbulkan. Orang yang sebetulnya
belum 7stita’ah (mampu) namun sudah mendapatkan kursi (seaf) haji karena dana
talangan, hal tersebut tidak menjamin kepastian untuk bisa berangkat, karena

pada saat tahun masa pelunasan belum ada kepastian apakah dia bisa melunasi

? Hasil wawancara dengan Bpk. Hasan El-Djuney selaku pengurus KBIH Takhobbar Surabaya tanggal
17 Mei 2012
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talangan hajinya ataukah tidak. Hal ini menunjukkan bahwa dana talangan haji
tidak serta merta menjamin adanya kemampuan untuk menunaikan ibadah haji.
Karena dalam praktik dana talangan haji mengandung unsur hutang yang
menuntut pelunasan sehingga mengurangi kesempurnaan istita’ah yang

scharusnya tidak ada paksaan sama sekali dalam hal tersebut.

. Analisis Hukum Islam Terhadap Aplikasi Akad Pembiayaan Pengurusan Haji
Pada Bank Mega Syariah Cabang Surabaya.

Dalam ketentuan figih Islam -secara umum, orang yang meminjami uang
tidak boleh meminta manfaat apapun dari yang dipinjaminya, termasuk janji dari
si peminjam untuk membayar lebih. Kaedah fiqih mengatakan, "setiap qard yang
meminta manfaat adalah riba” sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab II
hal 30.

Dalam bab II dijelaskan hadits yang lebih rinci melarang pengambilan
manfaat dari gard berbunyi, ” Tidak ada seorang muslim yang memberi pinjaman
kepada muslim yang lain dva kali kecuali seperti sedekah satu kali*, jelasnya,
dalam akad qard, baik si peminjam maupun yang meminjamkan tidak boleh
mensyaratkan atau menjanjikan manfaat apapun. Karena menjanjikan manfaat
itu adalah termasuk riba.

Pembiayaan talangan haji adalah pinjaman dari bank syariah kepada nasabah

untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh porsi (seaf) haji pada saat
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pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Dana talangan ini dijamin
dengan deposit yang dimiliki nasabah. Nasabah kemudian wajib mengembalikam
sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu. Atas jasa
pengurusan memperoleh porsi haji, bank syariah memperoleh imbalan (fee/ujrah)
yang besarnya tidak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan. (Bab III hal
60)

Dasar figih pembiayaan tersebut adalah akad gard wa ijarah, sesuai dengam
Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI Nomor 29/DSN-MUUV1/2002
tanggal 26 Juni 2002 tentang biaya pengurusan haji oleh LKS (Lembaga
Keuangan Syariah). Akad gard wa fjarah adalah dua akad yang digunakan oleh
bank syariah dalam pembiayaan dana talangan haji, yaitu akad gard (pinjaman)
dengan akad jjarah (jasa), yaitu jasa LKS memberikan pinjaman kepada nasabah.
Dalil utama fatwa DSN ini antara lain dalil yang membolehkan jjarak yakni QS.

Al-Qashash [281:26, yang berbunyi:
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“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata wahai bapakku ambillah ia sebagai
orang yang bekerja dengan kita karena sesunggulinya orang yang paling baik
yang kamu ambil untuk bekerja ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya” (QS.
Al-Qashas:26)
Dan dalil yang membolehkan meminjam uwang (gard) yakni QS. Al-Baqarah

[2]:280, yang berbunyi:

IR /:‘/.r,/_/n}of'.’n.f
....2N J[OP&M)J UK()!}



70

Artinya:” Dan jika ia (orang yang berutang) itu dalam kesulitan, maka berilali
tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. (QS. Al-Baqgarah:280)

Serta beberapa hadis Nabi SAW tentang jjarah:
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“Dari Ibnu Umar r.a. bersabda Rasullab Saw. Berikanlah upah (sewa) Buruh itu
sebelum kering keringatnya”, (HR. Ibnu Majah)

Dan beberapa hadis Nabi SAW tentang qard:
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Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata, ‘Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa
yang melepaskan dari seorang muslim kesusahan dunia, niscaya Allah akam
melepaskan kesusahannya pada hari kiamat. Dan barang siapa yg memberi
kemudahan kepada orang yang kesusahan, niscaya Allah akan memberikan
kemudahan kepadanya di dunia & akhirat, dan barangsiapa yg menutup (aib)
seorang muslim di dunia, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dumia &
akhirat, dan Allah akan selalu menolong hambanya, selama hamba itu menolong
saudaranya” (HR. Muslim).*

3 A. Hassan, Tarjamah Bulughul Maram Jilid I, (Surabaya: Sinar Wijaya, 1985), hal. 398.
4 Hadis Riwayat Muslim No.1600] http:‘www jazirahislam.com/588/memberi-pinjaman-gard-adalah-
setengah-sedekai.himl.
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Secara ijma’ juga dinyatakan bahwa gard diperbolehkan. Qard bersifat sunnafi
(dianjurkan) bagi mugqrid (orang yang meminjamkan) dan mubah bagi muqtaric/
(orang yang me:minjam).5 (Bab II hal 25)

Mengenai hukum gard yang dijelaskan dalam hal 30, Imam Abu Hanifah
menjelaskan bahwa gard baru berlaku dan mengikat apabila barang atau uang
telah diterima. Apabila seseorang meminjam sejumlah uang dan ia telah
menerimanya maka wuang tersebut menjadi miliknya, dan ia wajib
mengembalikan dengan sejumlah uang yang sama. Menurut pendapat yang
shahih dari Syafi’iyah dan Hanabilah, kepemilikan dalam gard berlaku apabila
barang telah diterima. Selanjutnya menurut Syafi’iyah, mugtarid mengembalikan
barang yang sama. Sedangkan hukum dari akad I:f;fall sewa jasa yaitu boleh atau
berhak mendapatkan upah setelah melakukan pekerjaannya. Dalam akad garg/
dijelaskan tidak boleh adanya tambahan atau keuntungan yang dipersyaratkan.
Mazhab Hanafi dalam pendapatnya yang kuat menyatakan bahwa gard yang
mendatangkan manfaat hukumnya haram, jika keuntungan tersebut disyaratkam
sebelumnya. Jika belum disyaratkan sebelumnya dan bukan merupakan tradisi
yang berlaku, maka tidak mengapa. Oleh karena itu, pihak bank sebagai pemberi
pinjaman atau dana talangan tidak diperkenankan memanfaatkan pinjamannya
apabila hal itu disyaratkan sebelumnya atau merupakan kebiasaan yang biasa

berlaku. Apabila tidak demikian, maka boleh-boleh saja namun hukumnya

® Wahbah Zuhaili, Figh Islam wa Adillatuhu (terj.), hal 374.
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makruh tahrim kecuali bila ada izin dari yang berhutang, maka tidak makruh
lagi. Tetapi, sebagian ulama tetap mengatakan tidak boleh juga meski sudah ada
izin peminjam. Pendapat inilah yang sesuai dengan ruh syariah berkaitan dengan
pengharaman riba. Jika ada dalam persyaratan, maka hukumnya makruh kalau
tidak maka tidak. Para ulama Malikiyah berpendapat bahwa tidaklah sah akad
gard yang mendatangkan manfaat atau keuntungan karena ia adalah riba. Dan
haram hukumnya mengambil manfaat dari harta pinjaman. Ulama Syafi’iyah dan
Hanabilah berpendapat bahwa qard yang mendatangkan keuntungan tidak
diperbolehkan. Karena gqard adalah akad tolong-menolong dan merupakam
ibadah. Oleh karena itu, dalam keadaan ini, akad gard itu tetap sah tapi syarat
keuntungan adalah batal, baik keuntungan itu berupa uang maupun barang/jasa,
banyak maupun sedikit. (Bab II hal 28)

Mengenai aplikasi akad pembiayaan Dana Talangan Haji di Bank Mega
Syariah Cabang Surabaya yang menggunakan prinsip akad qard wa jjarah sudah
sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.29 taﬁm 2002 tentang Pembiayaam
Pengurusan Haji. Karena apabila dilihat memang ada dua jenis akad yaitu a/-
qgard dan al-jjarah, dimana terdapat dua jenis obyek yang berbeda, yaitu uang dan
jasa. Pertama, akad al-gard (pinjaman) dengan obyek uang, di sini nasabah hanya
mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam. Kedua, akad jjarah (sewa jasa),
yaitu jasa pengurusan haji. Sebagaimana diketahui bahwa al-ijarah ada dua jenis:

jjarah yang berkaitan dengan sewa barang dan ijarah yang berhubungan dengan



73

sewa jasa. Dan yang dimaksud oleh Fatwa MUI di atas adalah jjarah yang
berhubungan dengan sewa jasa, karena itu dalil-dalil ijarah yang diketengahkan
dalam Fatwa DSN itu berkaitan langsung dengan ijarah sewa jasa bukan ijarah
sewa barang. Hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan umum, bahwa dalam
pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujralr)
dengan menggunakan prinsip al-ijarah. Karena itu ada penegasan ketentuan: Jasa
pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan
pemberian dana talangan haji.

Dalam Fatwa DSN MUI No. 29 tahun 2002 tentang pembiayaan pengurusan
haji menjelaskan akad gard dan jjarah yang dimaksud dalam pembiayaan tersebut
merupakan dua akad yang berbeda obyek akadnya dan bersifat paralel yaitu akad
jjarah sebagai akad utama dan akad gard sebagai akad pendukung. Dimana
kedudukan Bank Mega Syariah Cabang Surabaya yang mengurus dan membantu
nasabah untuk memperoleh seat/porsi haji dari pihak otoritas berhak
mendapatkan ujrah atas pekerjaan yang berupa pelayanan pengurusan haji
tersebut berdasarkan akad jjarah yang dijelaskan dalam Fatwa MUI no 29 tahun
2002 tentang pembiayaan pengurusan haji dan akad gard sebagai pinjaman vang
yang tidak ada tambahan dalam pengembaliannya.

Di dalam Bab II hal 27 juga disebutkan tentang beberapa syarat dan rukun
qgard, di antaranya harus ada pihak yang meminjam (muqtarid), pihak yang

memberikan pinjaman (mugrid), dana/barang yang dipinjamkan (gard), ijab qabul
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(shigat). Melihat rukun dari akad gard tersebut maka dalam aplikasi dana
talangan haji di Bank Mega Syariah sudah sangat sesuai dengan syari’at Islam
karena telah memenuhi rukun-rukun yang ada. Begitu juga untuk akad ijarak
dalam pembiayaan dana talangan haji juga sudah sesuai dengan rukun dan syarat
yang dijelaskan dalam bab [I hal 39 serta Undang-Undang Sipil Kerajaan Jordan
dan Uni Emirat Arab yang mendefinisikan jjarah atau sewa yaitu memberi
penyewa kesempatan untuk mengambil pemanfaatan dari barang sewaan untuk
jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya telah disepakati bersama.
Dari pemaparan diatas terlihat jelas bahwa aplikasi akad fjarah dalam pembiyaam
dana talangan haji itu diperbolehkan karena bank sebagai pemberi jasa
pengurusan haji mempunyai hak untuk mengambil imbalan yang besarnya sesuai
dengan kesepakatan bersama selama akad ijarah tersebut tidak dipersyaratkam
dengan akad gard.

Secara keseluruhan apa yang diterapkan Bank Mega Syariah Cabang
Surabaya sudah sesuai dengan konsep hukum Islam khususnya figih muamalak
berdasarkan dalil yang menjelaskan tentang diperbolehkannya akad gard dan
akad jjarah. Seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 280 (tentang
gard) dan QS. Al-Qashas 26 (tentang ygrab) serta beberapa hadis Nabi SAW dan

ijma’ yang menjelaskan tentang hukum kedua akad tersebut.



